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P  U  T  U  S  A   N

                                          Nomor :  615  

PK/Pdt /2007 .

 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

                   M A H K A M A H       A G U N 

G

memer iksa  perkara  perda ta  dalam  pen in jauan  kembal i  te l ah  

memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  :       

1. PRISKILA NIKA PAPEHE,

2. WELDI LANTE,

3. NELSON PAPEHE, 

     Ket iganya  ber tempat  d i  Desa  Buha,  

Kecamatan  Tagulandang ,    da lam  hal  in i  

d iwak i l i  o leh  kuasanya  PAUL H.  TIENDAS,  SH. ,  

Advokat ,   berkan to r  d i  Buhias /Ba lehumara ,  

Kecamatan  Tagulandang ,  Kabupaten  Sangihe ,  

para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  para  

Pemohon  Kasas i /  Tergugat  I ,  I I  dan  I I I / p a r a  

Terband ing  ;

melawan :

BAWOLE MARTINUS TUMEI,   ber tempat  t i ngga l  d i  

Desa Palaes ,  Kecamatan  L ikupang  Bara t ,  Kabupaten  

Minahasa ,  Termohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  

Termohon Kasas i /Pengguga t /  Pembanding  ;

D a n :

HENDRIKUS DORA, dahu lu  ber tempat  t i ngga l  d i  Desa 

Buha,  sekarang  t i dak  dike tahu i  lag i  tempat  

t i ngga lnya  di  Tol i - Tol i ,  Prop ins i  Sulawes i  

Tengah,  tu ru t  Termohon Penin jauan  Kembal i  dahu lu  

tu ru t  Termohon Kasas i /Te rguga t  IV /Terband ing  ;  

Mahkamah Agung te rsebu t  ;

Menimbang  bahwa  dar i  sura t - sura t  yang  

bersangku tan  te rnya ta  para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  

dahu lu  para  Pemohon  Kasas i /Te rguga t  I ,  I I  dan  I I I / p a r a  

Terband ing  te l ah  mengajukan  permohonan  pen in jauan  kembal i  

te rhadap  putusan  Mahkamah Agung   Nomor  :  2120  K/PDT/2003  
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tangga l  20 Apr i l  2005   yang  te l ah  berkekua tan  hukum te tap ,  

da lam  perkaranya  melawan  para  Termohon  Penin jauan  Kembal i  

dahu lu  para  Termohon Kasas i /Pengguga t /  Pembanding  ;  

 dengan  pos i t a   perka ra  sebaga i  ber i ku t  ;

Bahwa adapun  yang  menjad i  pokok  sengketa  perkara  

in i ,  ada lah        mengenai  4  (empat )  b idang  tanah  

dusun/pekarangan ,  masing- maing  di t empat  bernama :

1. DALOATI         :   dengan batas - batas   :

- Utara ,     dengan   K.  Papehe  dan  K.  

Lumanoi  ;

- Timur ,     dengan   K.  Lumanoi  dan  A.  

Mandry  ;

- Sela tan ,  dengan   D.  Baganu ;

- Bara t ,      dengan   K.  Papehe  dan  M. 

Dendaluhe  ;

2. LENSEHI        :   dengan batas - batas   :

- Utara ,     dengan  A.  Mamadoa ;

- Timur ,     dengan  Tebing  ;

- Bara t ,      dengan  H.  Pal i ngu  ;

- Sela tan ,  dengan   M. Dendaluhe  ;

3. UTA USOA    :   dengan batas - batas   :

- Utara ,     dengan  L.  Muatan  ;

- Timur ,     dengan  K.  Dorah  ;

- Sela tan ,  dengan   A.  Muatan  ;

- Bara t ,      dengan  P.  Budiman ;

4. KINTAL DI  SOA :   dengan  batas - batas   :

- Utara ,     dengan   N.  Papehe ;

- Timur ,     dengan   M. Dendaluhe  ;

- Sela tan ,  dengan    L.  Muatan  ;

- Bara t ,     dengan Ja lan  Raya  ;   

Bahwa ke  4 (empat )  b idang  tanah  dusun  dan  k in ta l  

sengketa  perkara  in i       untuk  s ingka t  hanya  akan  disebu t  

tanah- tanah  sengketa  ;

Adapun  duduk  perkara  sebaga imana  diu ra i kan  pada  

pos i t a  dibawah in i  in i  :

1. Adalah  Pr i sk i l a  Ole  (perempuan)  kawin  dengan  Dawid  
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Tumei  ( l e l ak i )  mempero leh  3  orang  anak  masing-

masing  :

1. Aneka Tumei  ;

2. Yemima Tumei  ;

3. Ananias  Tumei  ;

2. Bahwa Dawid  Tumei  mempunyai  bagian  war i san  dar i  orang  

tuanya  anta ra  la i n  ke  4  bidang  tanah  sengketa  

te rsebu t  d i  muka  kemudian  te rbawa  masuk  keda lam 

perkawinannya  dengan is t e r i n ya  Pr i sk i l a  Ole  ;

3. Bahwa Aneka  Tumei  dan  Yemima Tumei  keduanya  wani ta ,  

se lama  hidup  t i dak  pernah  menikah  sampai  keduanya  

mat i  punah t i dak  punya  anak/ke tu runan  ;

Sedangkan  saudara  satu - satunya  le l ak i  kawin  dan mendapat  

3  orang  anak  ya i t u  :  1.  Bawole  Marth inus  Tumei  (k i n i  

sebaga i  Penggugat )  dan  2  orang  saudaranya  lag i  bernama 

Ledr i ka  Tumei  dan Fredr i k  Tumei  keduanya  sudah  meningga l  

dun ia  ;

4. Bahwa  Ananias  Tumei  beg i t u  mengin jak  dewasa  perg i  

merantau  ke  Kabupaten  Minahasa  t i ngga l  menetap  sampai  

meningga l  dun ia ,  dan  se lama  Ananias  Tumei  t i ngga l  d i  

peran tauan  tanah- tanah  sengke ta  sebaga i  har ta  war i san  

pen ingga lan  orang  tua  mereka ,  d ipaka i  d ikuasa i  o leh  

kedua  saudara  perempuannya  dalam  hal  in i  Aneka  dan  

Yumima ;

5. Bahwa  betapa  kagetnya  Penggugat  ket i ka  tahun  1982  

mendengar  ber i t a  bahwa  tanah- tanah  sengketa  har ta  

war i san  te rsebu t  hendak  dih ibah  wasia tkan  oleh  Yemima 

Tumei  kepada  Terguga t ,  maka  Penggugat  pun  segera  

berangka t  ke  Buha  mencegah  kepada  Yemima,  karena  

tanah- tanah  k in ta l  sengke ta  ada lah  har ta  war i san  asa l  

pen ingga lan  orang tua  yang  be lum pernah  te rbag i  war i s  

o leh  para  ahl iwar i s  da lam hal  in i  o leh  Aneka,  Yamima 

dan Ananias  ;

6. Bahwa kemudian  pada  tahun  1984  Penggugat  datang  lag i  

ke  Buha  la l u  diadakan  musyawarah  dengan  Terguga t  ke  

1,  sebab  meskipun  dia  bukan  ahl iwar i s  yang  berhak  
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atas  tanah  k in ta l  sengke ta ,  namun secara  kemanus iaan  

Penggugat  masih  menginga t  jasanya  melayan i  kepada  

Yemima yang  mandul  i t u ,  seh ingga  berdasarkan  mufakat  

anta ra  Penggugat  dengan  Tergugat  te rcapa i  kesepaka tan  

dibe r i kan  balas  jasanya  ya i t u   berupa  :  

a. setengah  tanah  dusun  d i  tempat  nama Daloa t i  ;

b. setengah  tanah  dusun  d i  Utausoa  ;

c. sebuah  rumah t i ngga l  d i  k in ta l  d i  Soa ;

7. Oleh  has i l  musyawarah  dan  kesepaka tan  te rsebu t  maka 

mula i  saat  i t u  (1984)  ba ik  Penggugat ,  maupun Tergugat  

ke 1 te l ah  memakai  dan menguasa i  bag iannya  ;

8. Bahwa  nant i  sudah  ber j a l an  leb ih  kurang  10  tahun  

dipe rk i r a kan  tahun  1992  atas  desakan  dar i  Drs .  

Sala in t i  yang  saat  i t u  menjaba t  Sekre ta r i s  Wi layah  

Daerah  Sangie  Talaud ,  kepada  Camat  Tagu landang  agar  

segera  menyerahkan  sura t  h ibah  yang  dibua t  tahun  1982  

i t u  kepada  Tergugat  ke  1,  seh ingga  merasa  di r i  ada  

pegangan  sura t  h ibah ,  maka  t i ba - t i ba  Tergugat  ke  1 

dan  Tergugat  ke  2 merampas  kembal i  tanah- tanah  k in ta l  

yang  sudah  di te t apkan  secara  musyawarah  tahun  1984  

i t u  la l u  dipaka inya  kembal i  sampai  dengan  sekarang  

in i  ;

9. Bahwa  se jak  saat  i t u  pu la  (1992)  Terguga t  I  dan  

Tergugat  I I  dengan  le l uasa  memindahtangankan  lag i  

tanah  k in ta l  te rsebu t  anta ra  la i n  kepada  Nel ton  

Papehe  (Terguga t  ke  3)  dan  kepada  Hendr i kus  Dorah  

(Terguga t  ke  4)  seh ingga  Tergugat  ke  3  dan  Tergugat  

ke  4  la l u  mendi r i k an  rumah  tempat  t i ngga l  mereka  di  

atas  tanah  sengke ta  di  Utausoa  ;

10. Bahwa  perbua tan  Tergugat - Tergugat  i t u  sangat  

merug ikan  Penggugat ,  karena  mereka  se la i n  bukan  

ahl iwa r i s  yang  berhak  menuru t  Undang- Undang,  juga  

dasar  penguasaan  mereka  t i dak  dapat  d ibenarkan  

menuru t  hukum,  sebab  tanah- tanah  sengketa  masih  da lam 

sta tus  belum te rbag i  war i s ,  seh ingga  karenanya  set i ap  

t i ndakan  dalam  cara  dan  dalam  bentuk  apapun  oleh  
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sa lah  satu  ah l iwa r i s  tanpa  perse tu j uan  te r l eb i h  

dahu lu  oleh  ah l iwa r i s  la i n ,  harus lah  d iba ta l kan  atau  

set i dak  t i daknya  dinya takan  bata l  demi  hukum.

Bahwa  tanah- tanah  k in ta l  sengketa  se lama  in i  be lum 

pernah  te rbag i  o leh  para  ah l iwa r i s  i c .  o leh  Aneka  Tumei ,  

Yumima Tumei  dan Ananias  Tumei  ;

11. Bahwa menuru t  sumber  ber i t a  yang  dapat  d ipe rcaya  k in i  

Tergugat  ke  1  memegang sura t  berupa  Akta  Hibah  tahun  

1982  masing- masing   d i  bawah  nomor  :  3745740,  

3745741,  3745742,  3745962,  padaha l  h ibah  te rsebu t  

sudah  t i dak  bern i l a i  apa- apa  lag i ,  karena  tahun  1984  

sudah  ada  kesepakatan  meniadakan  hibah  te rsebu t  dan  

pemakaian  tanah- tanah  k in ta l  sengketa  sudah  dipaka i  

masing- masing  (o leh  Tergugat  ke  1,  2  dan  Penggugat )  

sebaga imana diu ra i kan  pada po in t  ke 6 dimuka  ;

12. Bahwa oleh  karena  Tergugat  ke  1,  2  t i dak  punya  hak  

atas  tanah- tanah  k in ta l  sengketa ,  maka  perbuatan  

dalam bentuk  apapun  o leh  Tergugat  ke  1 dan  ke  2 yang  

bers i f a t  memindahtangankan  tanah- tanah  k in ta l  

sengketa  harus  d ipandang  sebaga i  t i dak  sah  adanya,  

karena  melawan hukum dan melawan hak  orang  la i n  ;

13. Berdasarkan  hal - ha l  d i  muka,  Tergugat - Terguga t  

te rnya ta  t i dak  punya  landasan  berp i j a k  yang  sah  

menguasa i  tanah- tanah  k in ta l  sengketa ,  maka  cukup  

bera lasan  menuru t  hukum  para  Terguga t  harus  

dipe r i n t ahkan  membongkar  rumah  tempat  t i ngga l  mereka  

dan  dibawa  ke lua r  dar i  da lam  tanah  k in ta l  sengketa  

dan  sega la  res i ko  atas  pembongkaran  i t u  d i t anggung  

sepenuhnya  oleh  para  Terguga t  ;   

14. Bahwa  oleh  karena  gugatan  dan  tun tu tan  Penggugat  

sangat  bera lasan  hukum  maka  para  Tergugat  harus  

dihukum membayar  sega la  perongkosan  perkara  ;      

Berdasarkan  pada  sega la  ha l  ihwa l  sebaga imana  

diu ra i kan  dalam pos i t a  gugatan  perkara  in i ,  dan o leh  karena  

Penggugat  t i dak  mel iha t  adanya  kemungk inan  untuk  bisa  

berdamai  dengan  para  Terguga t ,  maka  Penggugat  mengajukan  

Hal .  5 dar i  15 hal .  Put .  Nomor :  615 
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gugatan  in i  seraya  memohon perkenan  Bapak  Ketua  Pengad i l an  

Neger i  Tahuna,  sud i  memer iksa  mengadi l i  perkara  in i ,  dan  

memutuskan  secara  hukum  dengan  amar  putusan  yang  berbuny i  

sebaga i  ber i ku t  :  

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan  menuru t  hukum  bahwa  tanah- tanah  k in ta l  

senketa  adalah  har ta  war i san  asa l  pen ingga lan  Dawid  

Tumei  ;

3. Menyatakan  menuru t  hukum para  Tergugat  t i dak  berhak  atas  

tanah- tanah  k in ta l  sengketa  ;

4. Menyatakan  bahwa t i ndakan  pengh ibahan  tanah- tanah  k in ta l  

sengketa  oleh  Yemima  Tumei  yang  mandul  i t u  kepada  

Tergugat   ke  1 ada lah  t i ndakan  yang  ber ten tangan  dengan  

hukum,  dan  karenanya  harus  dinya takan  bata l  demi  

hukum  ;

5. Menghukum  dengan  memer in tahkan  kepada  para  Tergugat  

untuk  membongkar  rumah  tempat  t i ngga l  mereka  dar i  atas  

tanah  k in ta l  sengketa  tanpa  beban  atau  persyara tan  

apapun  ;

6. Menghukum  dengan  memer in tahkan  kepada  para  Tergugat  

(b i l a  per lu  dengan  bantuan  Kepol i s i a n  Negara) ,  

menyerahkan  tanah- tanah  k in ta l  sengketa  kepada  Penggugat  

untuk  d ipaka i  secara  bebas  le l uasa  ;

7. Menghukum para  Tergugat  membayar  sega la  perongkosan  yang  

sudah  maupun  yang  masih  baka l  te rb i t  karena  acara  

penye lesa i an  perkara  in i  ;

8. Mohon kead i l an  ;   

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  para  

Tergugat  mengajukan  Ekseps i  dangan  dal i l - da l i l  sebaga i  

ber i ku t  :

Bahwa gugatan  Penggugat  cacat  fo rmi l  sebab  Penggugat  

t i dak  mengiku t  ser takan  BERTHA DORA dan  WINSU TAHULENDING 

(suami  is te r i )  yang  secara  defak to  menduduk i /menguasa i  dan  

mendi r i k an  rumah tanah  sengketa  di  UtaUsoa te rsebu t  ;

Bahwa oleh  karena  Penggugat   t i dak  mengiku t  ser takan  

BERTHA DORA dan  WINSU TAHULENDING te rsebu t  da lam  perkara  

Disclaimer
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

in i ,  maka gugatan  Penggugat   menuru t  hukum dinya takan  t i dak  

dapat  d i te r ima  ;   

Menimbang,  bahwa amar  putusan  Pengad i l an  Neger i  Tahuna  

Nomor  :  20/PDT.G/2001/PN.THAN.  tangga l  16  Mei  2001  adalah  

sebaga i  ber i ku t   :

DALAM EKSEPSI  :

• Mengabulkan  ekseps i  Tergugat   ;

• Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  lengkap  

;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima   ;

• Menghukum Penggugat  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp 

334.000 ,00  ( t i ga  ra tus  t i ga  puluh  empat  r i bu  rup iah )  ;

Menimbang,  bahwa amar  putusan  Pengad i l an  Tingg i  Manado 

Nomor :  243/PDT/2001 /PT .MDO.  tangga l  13 Maret  2001  ada lah  

sebaga i  ber i ku t  :

• Mener ima  permohonan  pemer iksaan  perkara  

in i  d i  t i ngka t  band ing  dar i  Penggugat  

Pembanding  te rsebu t  ;

• Membata lkan  putusan  Pengad i l an  Neger i  

Tahuna  tangga l  16  Mei  2001,  Nomor  :  

20/Pd t .G /2001 /PN.Thna .  yang  dimohonkan  

band ing  te rsebu t   ;

DAN DENGAN MENGADILI  SENDIRI  :

DALAM EKSEPSI  :

• Menolak  Ekseps i  Tergugat  ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebahag ian   ;

2. Menyatakan  menuru t  hukum  bahwa  tanah  k in ta l  sengketa  

ada lah  har ta  war i san  asa l  peningga lan  DAWID TUMEI ;

3. Menyatakan  menuru t  hukum para  Tergugat  t i dak  berhak  atas  

tanah  sengketa  kecua l i  :

- ½  (se tengah)  bag ian  tanah  snegketa  yang  

te r l e t a k  d i  Doloa t i  ;

Hal .  7 dar i  15 hal .  Put .  Nomor :  615 
PK/Pdt /2007
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- ½  (se tengah)  bag ian  tanah  sengketa  yang  

te r l e t a k  d i  Utausoa  ser ta  sebuah  rumah t i gga l  

d i  tanah  k in ta l  d i  Soa dise rahkan  kepada  para  

Tergugat  ;  

4. Menyatakan  bahwa t i ndakan  pengh ibahan  tanah- tanah  k in ta l  

sengketa  o leh  YEMIMA KUDATI  kepada  NIKA  PAPEHE ada lah  

t i dak  sah  menuru t  hukum,  seh ingga  t i dak  mempunyai  

kekuatan  mengika t  ;

5. Menghukum  dan  memer in tahkan  para  Tergugat  untuk  

menyerahkan  tanah- tanah  k in ta l  sengketa  kecua l i   yang  

te rsebu t  da lam amar  3 (ke t i ga )  da lam putusan  in i  kepada  

Penggugat  untuk  dipaka i  secara  bebas   ;

6. Menghukum dan  memer in tahkan  kepada  para  Tergugat   untuk  

membongkar  rumah tempat  t i ngga l  mereka  yang  ada  di  atas  

tanah  sengketa  kecua l i  yang  te rsebu t  da lam  amar  3 

(ke t i ga )  da lam putusan  in i  tanpa  beban  atau  persyara tan  

apapun ;

7. Membebankan  semua  baiaya  perkara  in i  kepada  para  

Terband ing  pada  kedua  t i ngka t  perad i l a n ,  yang  pada  

t iNgka t  band ing  sa ja  sebesar  Rp  110.000 , -  (se ra tus  

sepu luh  r i bu  rup iah )  ;

Menimbang,  bahwa amar  putusan  Mahkamah Agung RI   Nomor  

:  2120  K/PDT/2003  tangga l  20  Apr i l  2005   yang  te l ah  

berkekua tan  hukum te tap  te rsebu t  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

Menolak  permohonan  kasas i  dar i  para  Pemohon  Kasas i  :  

1.  PRISKILA  NIKA  PAPEHE,   2.  WELDI  LANTE dan  3.  NELTON 

PAPEHE te rsebu t  ;

Menghukum  para  Pemohon  Kasas i  untuk  membayar  biaya  

perkara  da lam t i ngka t  kasas i  in i  sebesar  Rp 500.000 , -  ( l ima  

ra tus  r i bu  rup iah )  ;

Menimbang,  bahwa sesudah  putusan  yang  te l ah  mempunyai  

kekuatan  hukum te tap  te rsebu t ,  ya i t u  putusan  Mahkamah Agung  

Nomor  :  2120  K/PDT/2003.  tangga l  20  Apr i l  2005  

dibe r i t a hukan  kepada  para  Pemohon  Kasas i  dahulu  para  

Tergugat /Te rband ing  pada  tangga l  28  Ju l i  2005  kemudian  

te rhadapnya  oleh  para  Pemohon  Kasas i  dahu lu  para  

Disclaimer
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Tergugat / pa ra  Terband ing  d ia j ukan  permohonan  penin jauan  

kembal i  secara  l i san  di  Kepani te raan  Pengad i l an  Neger i  

Tahuna   pada  tangga l  19  Januar i  2006,  permohonan  mana 

dise r t a i  dengan  alasan- alasannya  yang  di te r ima  di  

Kepani te raan  Pengadi l an  Neger i  te rsebu t  pada  tangga l   23  

Agustus  2007 ;

Menimbang,  bahwa ten tang  permohonan  pen in jauan  kembal i  

te rsebu t  te lah  diber i t a hukan  kepada  pihak  lawan  dengan  

seksama pada tangga l  23 Agustus  2007 ;

Menimbang,  bahwa o leh  karena  i t u  sesua i  dengan  pasa l  

68,  69,  71  dan  72  Undang- Undang  No.  14  tahun  1985  

sebaga imana  yang  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  5  

tahun  2004 dan perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang Nomor  :  

3  Tahun  2009,  permohonan  penin jauan  kembal i  a  quo  beser ta  

alasan- alasannya  yang  d ia j ukan  dalam  tenggang  waktu  dan  

dengan  cara  yang  d i t en tukan  undang- undang,  fo rma l  dapat  

d i te r ima  ;

 Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  

te l ah  mengajukan  alasan- alasan  pen in jauan  kembal i  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :          

1. Bahwa  Maje l i s  Hakim  Banding  Pengad i l an  Tingg i  Manado 

dalam  putusannya  te l ah  memper t imbangkan  sura t  bukt i  

Penggugat  yang  dia j ukan  mela lu i   kuasanya  ya i t u  yang  

di tanda i  dengn  P- V (Sura t  Keterangan  dar i  Def r i s  Dora  

te r t angga l  4 Apr i l  2001) .

Dengan per t imbangan  ya i t u  :  “B i l a  dihubungan  lag i  dengan  

bukt i  P- V Sura t  Pernya taan  Def r i s  Dora  anak  kandung  dar i  

Hendr i kus  Dora  (Terguga t  IV)  te r t angga l  4  Apr i l  2001  

yang  menerangkan  :  “Bahwa  bangunan  rumah  yang  ada  di  

atas  tanah  senketa  yang  di tempat i  o leh  Ber tha  Dora  dan  

Winsu  Tahu lend ing  (suami - is te r i )  ada lah  mi l i k  atau  har ta  

dar i  Hendr i kus  Dora  (Terguga t  IV)  yang  belum  dibag i  d i  

anta ra   ah l i  war i snya ” .

(V ide  putusan  Pengadi l an  Tingg i  Manado  Nomor  :  

243/PDT/2001 /PT.MDO,  halaman 4) .

Padaha l  bahwa  bukt i  P- V  te rsebu t  hanya lah  sura t  

Hal .  9 dar i  15 hal .  Put .  Nomor :  615 
PK/Pdt /2007
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kete rangan  yang  menuru t  hukum  t i dak  mempunya i  n i l a i  

pembukt i an  sama  seka l i  sebab  se la i n  sura t  kete rangan  

te rsebu t  ada lah  di  bawah tangan  ya i t u  bukan  d ibua t  o leh  

seorang  Pejaba t  Pembuat  Akta  Tanah/PPAT  dan  lag i  pu la  

yang  member ikan  kete rangan  te rsebu t   (Def r i s  Dora)  

t i dak  hadi r  d ipe rs i dangan  Pengad i l an  Neger i  Tahuna  

( tempat  s idang  Tagu landang)  guna  member ikan  kete rangan  

dibawah  sumpah  untuk  menguatkan  Sura t  

Pernya taan /Ke te rangannya  te rsebu t  ;

Bahwa  oleh  karenanya  Maje l i s  Hakim  Tingka t  Kasas i  

Mahkamah Agung  RI  te l ah  membuat   suatu  kekh i l a f an  atau  

sesuatu  keke l i r u an  yang  nyata  dengan  mengiku t i  

per t imbangan  Maje l i s  Hakim  Banding   Pengad i l an  Tingg i  

Manado  yang  ke l i r u  te rsebu t  dengan  menyatakan  Ekseps i  

Tergugat  harus  di t o l a k  padaha l  bukt i  yang  d i t anda i  

dengan  P- V te rsebu t  t i dak  ada  n i l a i  pembukt i annya  sama 

seka l i  sebaga i  mana penje lasan  pemohon  te rsebu t  d i  atas  

yang  didasarkan  pada adanya  Fakta  Hukum yang  ada ;  

2. Bahwa  demik ian  pula  Maje l i s  Hakim  Tingka t  Banding  

Pengad i l an  Tingg i  Manado,  te l ah  membuat  suatu  kekh i l a f an  

atau  suatu  keke l i r u an  yang  nyata  dimana  dalam putusannya  

te l ah  memper t imbangkan  sura t  bukt i  Penggugat  yang  

dia jukan  mela lu i  kuasanya  yang  diber i  tanda  P- I I I  

te rsebu t  yang  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

“Bahwa  di  pers i dangan  juga  te l ah  te rbuk t i  adanya  

pencegahan  dar i  Pihak  Penggugat  atas  t i ndakan  Jemima 

Kudat i  membuat  Akta  Hibah  yang  t i dak  benar  kepada  Nika  

Papehe”  (V ide  putusan  Pengad i l an  Tingg i  Manado  Nomor  :  

243/PDT/2001 /PT.MDO,  halaman 4 dan 5)  ;

Padaha l  bukt i  sura t  Penggugat  yang  d i t anda i  dengan  P- I I I  

te rsebu t  t i dak  ada  ni l a i  pembukt i an  sama seka l i  sebab  

bukt i  P- I I I  te rsebu t  baru lah  dibua t  pada  tangga l  31  

Maret  1992  jauh  sete lah  Akta- Akta  Hibah  (T .2  s. /d  T.5)  

te rsebu t  d ibua t  ya i t u  pada tahun  1982 ;

Bahwa  oleh  karenanya  Maje l i s  Hakim  Tingka t  Kasas i  

Mahkamah  Agung  RI  te lah  pula  membuat  suatu  kekh i l a f an  

Disclaimer
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atau  suatu  keke l i r u an  yang  nyata  dengan  mengiku t  

per t imbangan  Maje l i s  Hakim  Tingka t  Banding  Pengad i l an  

Tingg i  Manado  te rsebu t  yang  membenarkan  bukt i  sura t  P-

I I I  te rsebu t  padaha l  t i dak  memi l i k i  n i l a i  pembukt i an  

sama  seka l i  karena  baru  dibua t  sete lah  10  (sepu luh )  

tahun  Akta- Akta  Hibah  te rsebu t  d ibua t .  Bahkan  sura t  

bukt i  P- I I I  te rsebu t  yang  berupa  “Sura t  Pencegahan  dar i  

Penggugat ”  te r sebu t  sesungguhnya  ada lah  sa lah  alamat ,  

d imana  Sura t  Pencegahan  te rsebu t   d ia l amatkan /d i t u j u kan  

kepada  Ketua  Pengad i l an  Neger i  Tahuna  dan  bukan  

dia lamatkan /d i t u j u kan  kepada  ins tans i  yang  berkompeten  

ya i t u  ins tans i  Kecamatan  Tahulandang/Camat  se laku  PPAT 

nya  ataupun  kepada  ins tans i  Per tanahan  yang  berwenang.  

(Mohon diper i k sa  berkas  l i ha t  bukt i  P- I I I )  ;

3. Bahwa  bukt i  sura t  dar i  Tergugat  I / I I  yang  d i t anda i  

dengan T.1  s/d  T.5  te rsebu t  ya i t u  :

1. Akta  Hibah  Nomor  :  03/A.HB/1982  ,   2.  Akta  Hibah  

Nomor  :  04/A .HB/  1982,  3.  Akta  Hibah  Nomor  :  

05/A .HB/1982  ,   4.  Akta  Hibah  Nomor  :  

06/A .HB/1982  menuru t  hukum ada lah  merupakan  Akta  

Auten t i k .

Bahwa  akta  Auten t i k  i t u  ada lah  merupakan  suatu  bukt i  

yang  mempunya i  kekuatan  hukum yang  mengika t  da lam  ar t i  

bahwa  apa  yang  te rcan tum/d i t u l i s  da lam  akte  te rsebu t  

harus  dianggap  benar  (harus  dipe rcaya  oleh  Hakim)  se lama  

ket i dak  benarannya  t i dak  dibuk t i k an ,  dan  Akta  Auten t i k  

te rsebu t  ada lah  merupakan  suatu  bukt i  yang  sempurna  

dalam  ar t i  bahwa  ia  sudah  t i dak  memer lukan  suatu  

penambahan  pembukt i an .  (V ide  Prof .  R.  Subekt i ,  SH.  – 

mantan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  da lam  Buku  Hukum 

Pembukt i an  Terb i t an  Pradya  Parami ta  Ja ja r  1978  halaman  

27)  ;

Bahwa  dalam  pers idangan  Penggugat  atau  kuasanya  t i dak  

dapat  membukt i kan  ket i dakbenaran  dar i  pada  bukt i - bukt i  

T.2  s/d  T.5  te rsebu t  yang  merupakan  Akta  Auten t i k .

Bahwa  oleh  karenanya  Maje l i s  Hakim  Tingka t  Kasas i  

Hal .  11 dar i  15 hal .  Put .  Nomor :  615 
PK/Pdt /2007
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Mahkamah  Agung  RI  te lah  membuat  suatu  kekh i l a f an  atau  

suatu  keke l i r uan  yang  nyata  dengan  mengiku t i  

per t imbangan  Maje l i s  Hakim  Tingka t  Banding  Pengad i l an  

Tingg i  Manado,  yang  menyatakan  t i dak  sah  dan  t i dak  

mengika t  Akta - Akta  Hibah  (T .2  s/d  T.5)  te rsebu t .

Padaha l  Camat ,  Kepala  Wi layah  Kecamatan  Tagulandang  

se laku  PPATnya  (Pembuat  Akta  Auten t i k /Ak t a  Hibah)  

te rsebu t  t i dak  di tu ru t  ser takan  dalam  perkara  in i  ba ik  

sebaga i  Tergugat  set i daknya  sebaga i  tu ru t  Tergugat .  

Bahwa  Menuru t  Hukum Acara  untuk  menyatakan  t i dak  sah  

Akta  Auten t i k /Ak t a  Hibah  te rsebu t  yang  dibua t  o leh  PPAT,  

maka PPATnya harus  di tu ru t  ser takan  dalam perkara  in i  ;

4. Demik ian  pula  bukt i - bukt i  sura t  yang  d ia j ukan  oleh  

Penggugat  mela lu i  kuasanya  yang  dibe r i  tanda  P- I ,  P- I I ,  

P- IV  te rsebu t  t i dak  ada  hubungannya  dengan  tanah  objek  

sengketa ,  karenanya  t i dak  mempunya i  n i l a i  pembukt i an  

sama  seka l i ,  d imana  bukt i  P- I  berupa  akta  jua l  be l i  

Nomor  :  81/A .X IV /75  tangga l  28  Agustus  1975,  bukt i  P- I I  

berupa  Sura t  Penjua lan  Dusun  Sewa  te r t angga l  14  Jun i  

1970  dan  Bukt i  P- IV  berupa  Sura t  Penjua lan  Dusun  mat i  

te r t angga l  4  Apr i l  2001.  Mohon  dipe r i k sa  berkas  l i ha t  

bukt i  P- I ,  P- I I  dan P. IV .

Bahwa  oleh  karenanya  Maje l i s  Hakim  Tingka t  Kasas i  

Mahkamah  Agung  RI  te lah  membuat  suatu  keke l i r u an  yang  

nyata  dengan  mengiku t i  per t imbangan  Maje l i s  Hakim 

Banding  Pengad i l an  Tingg i  Manado,  yang  membenarkan  atas  

bukt i - bukt i  Penggugat  yang  dibe r i  tanda  P- I ,  P- I I  dan P-

IV  yang  sama  seka l i  t i dak  mempunyai  n i l a i  pembukt i an  

karena  t i dak  ada  hubungan  dengan  objek  sengketa ,  karena  

bukt i  P- I ,  P- I I  dan P- IV  bukan  merupakan  bukt i  pemi l i k an  

tanah  dar i  Dawid  Tumei  atas  Ananias  Tumei ,  o leh  karena  

bukt i - bukt i  te rsebu t  t i dak  re levan  dengan  dal i l  

Penggugat  ;

Bahwa  da lam  Hukum  Acara  Perda ta  ber lau  Azas,  s iapa  

mendal i l k an  memi l i k i  sesuatu  maka  untuk  membukt i kan  

adanya  hak  i t u  atau  untuk  menyangka l  adanya  hak  orang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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la i n  maka harus  dibuk t i k annya  (pasa l  163 HIR/283  RBg)  ;

Bahwa  sesua i  gugatannya ,  Penggugat  mendal i l k an  bahwa 

tanah  objek  sengketa  ada lah  mi l i k  Penggugat  berdasarkan  

hak  mewar is  dar i  orang  tuanya  ;

Bahwa  akan  te tap i  se lama  pers i dangan  ber langsung  

Penggugat  t i dak  dapat  membukt i kan  bahwa Penggugat  adalah  

ahl i  war i s  dar i  Pr i sk i l l a  Nika  Ole  dan  Dawid  Tumei .  

Bahwa  bukt i  Penggugat  ten tang  s i l s i l a h  ke lua rga  Dawid  

Tumei  bukan  merupakan  bukt i  bahwa Penggugat  ada lah  ah l i  

war i s  dar i  Dawid  Tumei  dan anaknya  Ananias  Tumei  ;

Bahwa  keah l iwa r i s an  seseorang  hanya  bisa  dibuk t i k an  

dengan  Sura t  Keterangan  War is  dan  Akta  Kemat ian ,  sebab  

menuru t  hukum  bahwa  per i s t i wa  kemat ian  hanya  bisa  

dibuk t i k an  dengan Akta  Kemat ian .

Demik ian  pula  da lam pers idangan  Penggugat /Kuasanya  t i dak  

dapat  membukt i kan ,  bahwa  tanah- tanah  objek  sengke ta  

ada lah  berasa l  dar i  mi l i k  Daswid  Tumei ,  bahwa  bukt i -

bukt i  Penggugat  berupaya  P- I ,  P- I I ,  P- I I I  dan  P- IV  

te rsebu t  kesemuanya  bukan  merupakan  bukt i  pemi l i k an  

tanah  dar i  Dawid  Tumei  atau  Ananias  Tumei  sebab  bukt i -

bukt i  te rsebu t  t i dak  re levan  dengan  dal i l  Penggugat  

sebaga imana  sudah  kami  (Pemohon/ j e l a skan  pada  angka  

romawi  I I ,  I I I  dan  IV)  te r sebu t  d i  atas  (Mohon  untuk  

dapat  d ipe r i k sa  berkas  l i ha t  bukt i  P- I ,  P- I I ,  P- I I I  dan  

P- IV)  ;

5. Bahwa Penggugat  (Bawole  Mart i nus  Tumei )  bukan lah  satu -

satunya  ahl i  war i s  dar i  Ananias  Tumei  sebab  Ananias  

Tumei  mempunyai  3  ( t i ga )  orang  anak  ya i t u  :  1.  Bawole  

Mart i nus  Tumei ,  (Penggugat )   2.  Ledr i ka  Tumei  dan  3.  

Fredr i k  Tumei  dan bahwa anda ikan  benar  Ledr i ka  Tumei  dan  

Fredr i k  Tumei  sudah  meningga l  dunia   -  Quad Non –  maka 

mereka  berdua  mempunyai  ah l i  war i s  sebaga i  ah l i   war i s  

penggant i .  Karena  sebaga imana  disebu t  o leh  Penggugat  

da lam gugatannya  bahwa Penggugat  mempunyai  2 (dua)  orang  

saudaranya  lag i  bernama Ledr i ka  Tumei  dan  Fredr i k  Tumei  

keduanya  sudah  meningga l  dun ia .  (V ide ,  Putusan  

Hal .  13 dar i  15 hal .  Put .  Nomor :  615 
PK/Pdt /2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Pengad i l an  Neger i  Tahuna  Nomor  :  20/Pdt .G /2001 /PN.  Thna,  

ha laman 3)  ;

Bahwa  dengan  demik ian  karena  ob jek  sengke ta  merupakan  

war i san  yang  belum  d ibag i  sebaga imana  dal i l  gugatan ,  

maka  seharusnya  yang  mengajukan  gugatan  bukan  hanya  

Bawole  Mart i nus  Tumei  (Penggugat )  send i r i ,  te tap i  ah l i  

war i s  la i nnya  ya i t u  Ledr i ka  Tumei  dan  Fredr i k  Tumei  

(Ka lau  benar  te l ah  meningga l  dunia  digan t i  o leh  ah l i  

war i s  penggant i ) ,  yang  harus  di tu ru t  ser takan  dalam 

perkara  in i  ba ik  sebaga i  Tergugat  atau  set i daknya  

sebaga i  tu ru t  Tergugat  ;

Bahwa  pada  kenya taannya  se lama  pers i dangan  ber langsung  

t i dak  te rungkap  dan  t i dak  dapat  d ibuk t i k an  oleh  

Penggugat  (Bawole  Mart i nus  Tumei /  kuasanya)  bahwa 

Ledr i ka  Tumei  dan Fredr i k  Tumei  sudah  meningga l  dun ia .

Demik ian  pula  se lama  pers idangan  ber langsung  

Penggugat / kuasanya  t i dak  dapat  membukt i kan  bahwa  ia  

(Penggugat )  sebaga i  ah l i  war i s  dar i  Dawid  Tumei  bahkan  

Penggugat  (Bawole  Mart i nus  Tumei )  t i dak  dapat  

membukt i kan  bahwa  ia  (Penggugat )  adalah  ahl i  war i s  

penggant i  dar i  Almarhum  Ananias  Tumei  (se laku  ayah  

kandungnya) .  Bahwa dengan  demik ian  Penggugat  sama seka l i  

t i dak  mempunyai  hak  dan  t i dak  berwenang  send i r i  member i  

kuasa  kepada  Danie l  Abraham  Pel l a ,  untuk  member ikan  

Bantuan  Hukum kepada  Penggugat  melawan para  Tergugat  ;

Bahwa  oleh  karena  Penggugat  t i dak  dapat  membukt i kan  

bahwa  ia /Penggugat  sebaga i  ah l i  war i s  dar i  “Kakeknya”  

(Dawid  Tumei )  dan Penggugat  pu la  t i dak  dapat  membukt i kan  

bahwa  ia /Penggugat  sebaga i  ah l i  war i s  penggant i  dar i  

“A lmarhum  ayahnya”  (Anan ias  Tumei )  seh ingga  menjad i  

per tanyaan  dar i  mana dan alasan  Yur id i s  apa yang  menjad i  

per t imbangan  Maje l i s  Hakim di  Tingka t  Banding  Pengadi l an  

Tingg i  Manado,  seh ingga  sampai  pada  kes impu lan  “bahwa  

Penggugat  (Bawole  Mart i nus  Tumei )  berhak  atas  sebahag ian  

tanah /ob jek  sengke ta  yang  merupakan  Hrta  Warisan  Asal  

Peningga lan  Dawid  Tumei ” .  (V ide  putusan  Pengad i l an  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Tingg i  Manado,  Nomor  :  243/PDT/2001/PT.MDO) ;

Bahwa  karenanya  pula  Maje l i s  Hakim  Tingka t  Mahkamah 

Agung  RI  te lah  membuat  suatu  kekh i l a f an  atau  suatu  

keke l i r uan  yang  nyata  mengiku t i  per t imbangan  Maje l i s  

Hakim  Tingka t  Banding  Pengad i l an  Tingg i  Manado,  yang  

membenarkan  sura t  gugatan  dan  Sura t  Kuasa  yang  

mengandung cacat  fo rmi l  te rsebu t  ;

Bahwa  demik ian  pula  Maje l i s  Hakim  Tingka t  Kasas i  

Mahkamah  Agung  RI  te lah  membuat  suatu  kekh i l a f an  atau  

suatu  keke l i r uan  yang  nyata  dengan  mengiku t i  

per t imbangan  Maje l i s  Hakim  Tingka t  Banding  Pengad i l an  

Tingg i  Manado,  da lam  putusannya  in  casu  dengan  

menyatakan  bahwa  “Frans  Kudat i  t i dak  ada  dan  t i dak  

dikena l  d i  Desa te rsebu t  seh ingga  dengan  demik ian  Jemima 

Kudat i  pun  dianggap  t i dak  ada  dan  t i dak  dikena l  d i  Desa  

te rsebu t ” .  (V ide  putusan  Pengad i l an  Tingg i  Manado 

Nomor  :  243/PDT/2001 /  PT.MDO.  tangga l  13  Maret  2002,  

ha laman 6)  ;

Bahwa per t imbangan  in i  ke l i r u  sebab  anda ikan  benar  Frans  

Kudat i  t i dak  ada  dan  t i dak  dikena l  d i  Desa  te rsebu t  

(Desa  Buha)  ha l  in i  bukan/ t i d ak  bera r t i  Frans  Kudat i  

t i dak  ada karena  bumi  tempat  manusia  berp i j a k  bukan  sa ja  

hanya  di  Desa  Buha.  Demik ian  pu la  da lam  pers idangan  

te l ah  te rungkap / t e r buk t i  mela lu i  kete rangan  saks i - saks i  

Tergugat  yang  member ikan  kete rangan  di  bawah  sumpah 

ya i t u  :  1.  Andr ias  Mandi r i ,   2.  Diman  Baganu,   3.  

Al f i an t i  Ansa  yang  menyatakan ,  “Bahwa  di  Desa  Buha  ada  

orang  yang  bernama  Jemima  Kudat i ,  sedangkan  orang  yang  

bernama Jemima Tumei  t i dak  ada  dan  t i dak  dikena l .  (V ide  

putusan  Pengad i l an  Neger i  Tahuna,  Nomor  :  

20/PDT.G/2001/PN.Thna .  ha laman  20,  21,  22,  23,  24  dan  

25)  ;

Bahwa dalam Akta  Hibah  (buk t i  T.1  s /d  T,5)  yang  d ibua t  

o leh  dan  dihadapan  Camat  Tagulandang  se laku  Penjaba t  

Pembuatan  Akta  Tanah/PPAT (da lam  hal  in i  se laku  Pembuat  

Akta  Hibah)  te rsebu t  secara  tegas  disebu t  d i tu l i s  nama 

Hal .  15 dar i  15 hal .  Put .  Nomor :  615 
PK/Pdt /2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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Pember i  Hibah  ya i t u  adalah  :  Jemima  Kudat i  dan  menjad i  

saks i  da lam  pembuatan  Akta  Hibah  te rsebu t  adalah  saks i  

Tergugat  ya i t u  ANDRIAS MANDIRI  mantan  Kepala  Desa  Buha 

yang  nota  bene  ten tunya  tahu  s iapa  warganya  (mohon  

dipe r i k sa  dan l i ha t  bukt i - bukt i  T.1  s/d  T.5) .

Berdasarkan  alasan- alasan  te rsebu t  d i  atas ,  je l as  bahwa 

per t imbangan- per t imbangan  Maje l i s  Hakim  Tingka t  Banding  

Pengad i l an  Tingg i  Manado dalam putusannya  in  casu  ada lah  

ke l i r u  oleh  karena  sama seka l i  t i dak  berdasarkan  fak ta -

fak ta  hukum yang  ada,  dan  nampak  seka l i  Maje l i s  Hakim 

Banding  Pengad i l an  Tingg i  Manado,  te lah  melakukan  suatu  

kekh i l a f an  atau  suatu  keke l i r u an  yang  nyata  dalam 

menerapkan  hukum seh ingga  putusannya  pun  menjad i  ke l i r u .  

(V ide  putusan  Pengadi l an  Tingg i  Manado  Nomor  :  

243/PDT/2001 /PDT.  MDO. Tangga l  13 Maret  2002)  ;

Bahwa  kami /Pemohon  berpendapat  sete lah  mempela ja r i  

dengan  te l i t i  dan saksama atas  putusan  Pengad i l an  Neger i  

Tahuna  Nomor  :  20/Pdt .G /2001 /  PN.Thna  tangga l  16  Mei  

2001,  maka je l as  per t imbangan- per t imbangan  Maje l i s  Hakim 

di  Tingka t  Per tama  Pengad i l an  Neger i  Tahuna  dalam 

putusannya  in  casu  sudah  benar  dan  tepa t  ya i t u  

menyatakan  :

“Da lam Ekseps i                :   -   Mengabu lkan  Ekseps i  

Tergugat  ;

- Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  

lengkap  ;

“Da lam  Pokok  Perkara  :  -   Menyatakan  gugatan  Penggugat  

t i dak  dapat  d i te r ima  ;

Jad i  je l as  kes impu lan  yang  di ta r i k  dan  menjad i  

per t imbangan  Maje l i s  Hakim  Tingka t  Per tama  te rsebu t  

ada lah  sudah  Benar  dan  Tepat  (sesua i  dengan  rasa  

kead i l an )  o leh  karena  didasarkan  pada  fak ta - fak ta  hukum 

yang  ada  ya i t u  te rbuk t i  pada  pemer iksaan  saks i - saks i  

Tergugat  d i  Pers idangan  (d i  bahwa sumpah)  juga  te rbuk t i  

pada  adanya  pemer iksaan  setempat /  pemer iksaan  di  Lokas i  

tanah  objek  sengketa  khususnya  lokas i  tanah  sengketa  di  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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Utausoa  ya i t u  :

- Bahwa te rungkap  ada pihak - p ihak  yang  menguasa i  

tanah  sengketa  yang  t i dak  di i ku t kan  sebaga i  

p ihak  da lam perkara  in i   ;    

- Bahwa  pada  pr ins i pnya  s iapa  sa ja  yang  

menguasa i  atau  mendiami  tanah  sengke ta  harus  

diguga t  agar  d i  kemudian  har i  t i dak  merupakan  

hambatan  dalam  pelaksanaan  putusan  ataupun  

semua  p ihak  yang  menguasa i  tanah  sengketa  

harus  tunduk  pada putusan  ;

- Bahwa dengan  t i dak  diguga tnya  Ber tha  Dora  dan  

Winsu  Tahulend ing  bera r t i  te rdapa t  kekurangan  

pihak- pihak  dalam perkara  in i  ;

- Bahwa  dengan  demik ian  ada  cukup  a lasan  

mengabulkan  Ekseps i  Tergugat ,  dan  gugatan  

Penggugat  harus lah  dinya takan  t i dak  dapat  

d i te r ima  ;

(V ide  putusan  Pengadi l an  Neger i  Manado  Nomor  :  

20/Pd t .G /001 /PN.  Thna tangga l  16 Mei  2001) .   

Menimbang,  bahwa te rhadap  a lasan- alasan  Penin jauan  Kembal i  

te rsebu t  Mahkamah Agung berpendapat   :

Bahwa alasan- alasan  te rsebu t   t i dak  dapat  d ibenarkan ,  

o leh  karena  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  te l ah  mendasarkan  

pada  adanya  kh i l a f an  atau  keke l i r u an  yang  nyata  dar i  

Maje l i s  Hakim  sebaga imana  yang  dimaksud  da lam  pasa l  67 

huru f   f  jo  pasa l  69  huru f  c   Undang- Undang  No.  14  tahun  

1985 sebaga imana  yang  te lah  dipe rbaharu i  dengan diubah   dan  

di tambah  dengan  Undang- Undang  No.  5  tahun  2004,  namun 

te rnya ta  t i dak  te rdapa t  keke l i r uan  atau  kekh i l a f an  yang  

nyata  dar i  Maje l i s  Hakim  ten tang  objek  sengketa ,  apakah  

yang  pal i ng  berhak  atas  objek  sengketa  ada lah  para  ahl i  

war i s  dar i  Dawid  Tumei  ataukah  pihak  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i  atas  nama Pr i sk i l a  Nika  Papehe  dan  kawan- kawan,  

karena  yang  ada  hanya lah  perbedaan  pendapat  anta ra  Maje l i s  

Hakim dan  Pemohon Penin jauan  Kembal i ,  karenanya  permohonan  

Penin jauan  Kembal i  t i dak  bera lasan  menuru t  hukum dan  harus  

Hal .  17 dar i  15 hal .  Put .  Nomor :  615 
PK/Pdt /2007
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dinya takan  di to l a k  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  d i  atas ,  

maka  permohonan  Penin jauan  Kembal i  yang  d ia j ukan  oleh  1.  

PRISKILA NIKA PAPEHE,  2.  WELDI LANTE dan 3.  NELTON PAPEHE,  

te rsebu t  ada lah  t i dak  bera lasan  seh ingga  harus  di to l a k  ;

Menimbang,  bahwa karena  permohonan  Penin jauan  Kembal i  

d i t o l ak ,  maka  b iaya  perkara  dalam  pemer iksaan  Penin jauan  

Kembal i  in i  harus  dibebankan  kepada  para  Pemohon Penin jauan  

Kembal i   ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  Nomor  :  

48  tahun  2009  dan  Undang- Undang  Nomor  :  14  tahun  1985  

sebaga imana  yang  te lah  diubah  dan  tambah  dengan  Undang-

Undang  Nomor  :  5  tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan  

Undang- Undang  Nomor  :  3  Tahun  2009  ser ta  pera tu ran  

perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan  ;

M E N G A D I  L I

Menolak  permohonan  Penin jauan  Kembal i  dar i  :  1.  

PRISKILA  NIKA  PAPEHE,   2.  WELDI  LANTE dan   3.  NELTON 

PAPEHE,  yang  d iwak i l i   kuasanya  :  PAUL H.  TIENDAS,  SH.  

te rsebu t  ;

Menghukum  para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  untuk  

membayar  biaya  perkara  dalam pemer iksaan  Penin jauan  Kembal i  

in i  sebesar  Rp.  2.500 .000 , -  (dua  ju ta  l ima  ra tus  r i bu  

rup iah )  ;

Demik ian lah  dipu tuskan  dalam   rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung  pada  har i  Rabu  tangga l  21  Apr i l  2010  o leh  

H.M.  Imron  Anwar i ,  SH. ,SpN. ,MH.  Ketua  Muda  Urusan  

Lingkungan  Perad i l an  Mi l i t e r  yang  d i t e t apkan  o leh  Ketua  

Mahkamah Agung  sebaga i   Ketua  Maje l i s ,  Timur  P.  Manurung,  

SH. ,MM.  dan  Prof .  Dr .  H.M.  Hakim Nyak  Pha,  SH. ,DEA.  Hakim-

Hakim  Agung  sebaga i  Anggota  dan  diucapkan  dalam  s idang  

te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  juga  oleh  Ketua  Maje l i s  

te rsebu t  beser ta  Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  dan  diban tu  

oleh  Lindawaty  Simanihuruk ,  SH. ,MH.  Pani te ra  Penggant i  

dengan t i dak  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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dihad i r i  o leh  kedua  belah  p ihak .   

Hakim- Hakim  Anggota  :  

K e t  u a  :

t t d . / T imur  P.  Manurung,  SH. ,MM.               t t d . /H .M .  

Imron  Anwar i ,  SH. ,SpN. ,MH.

t t d . / P r o f .  Dr .  H.M.  Hakim Nyak Pha,  SH. ,DEA.

Pani te ra  Penggant i  :

t t d . / L i n dawaty  Simanihuruk ,  SH. ,MH.

Biaya- Biaya  :

1.  M a t  e r  i   ………………… Rp.         6.000 , -
2.  R e d a k s i   ……………… Rp.         1.000 , -
3.  Admin is t r a s i  ………………  Rp.  2.493 .000 , -
    J u m l  a h  ………………. .  Rp.  2.500 .000 , -  

Untuk  sa l i nan

MAHKAMAH AGUNG R. I .

a.n .  Pani te r a

Pani te ra  Muda Perkara  Perdata

SOEROSO ONO, SH. ,MH.  

N I  P.  040.044 .809 .

Hal .  19 dar i  15 hal .  Put .  Nomor :  615 
PK/Pdt /2007
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